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       Akhmad Syaekhu. Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Keterlambatan 
Pengiriman Barang Pada perjanjian Jual Beli Online: Sudi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020. 
       Latar belakang penulisan skripsi ini adalah membahas masalah perlindungan 
hukum konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha  akibat adanya keterlambatan 
pengiriman barang pada perjanjian jual beli online yang sering terjadi di 
masyarakat dalam pembelian terutama pada sistem jual beli online. 
       Penelitian ini bertujuan: (1)untuk mengkaji bagaimana bentuk pertanggung 
jawaban para pihak terhadap keterlambatan pengiriman barang pada perjanjian 
jual beli online, (2)untuk mengkaji upaya pihak pelaku usaha online (Govinnuine 
spareparts motor) apabila terjadi keterlambatan pada pengiriman barang dalam 
perjanjian jual beli online. 
       Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis kualitatif.Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan (normatif – empiris).Teknik pengumpulan datanya 
melalui studi lapangan, wawancara dan metode analisis data menggunakan 
dianalisis dengan data kualitatif. 
        Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sering ditemui kendala – kendala 
dalam proses jual beli online terutama dalam keterlambatan pengiriman barang 
menjadi salah satu masalah yang sering terjadi akibatnya Konsumen sering kali 
merasa dirugikan akibat permasalahan pengiriman barang.Pelaku usaha 
memberikan ganti rugi atas kerugiannya yang dialami konsumen  dalam kasus 
hilang atau rusak sesuai dengan nilai barang. Jika kasusnya adalah keterlambatan 
barang yang mana kerugianya bisa mencakup hal yang imateriil, maka pelaku 
usaha seharusnya bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak terlalu 
merasa dirugikan. Pergantian kerugian berbeda pada masing – masing pihak yang 
terkait. Perbedaan terletak dari permasalahan pengiriman seperti kerusakan 
barang,serta keterlambatan. Kerugian immateriil yang dialami oleh konsumen 
terkait hal terjadi keterlambatan pengiriman barang pada jual belionline ternyata 
belum dapat diganti kerugiannya. Hal ini dikarenakan dasar pelaku 
usahaonlinememenuhi prestasi adalah sebuah kontrak baku yang mana terdapat 
pembatasan jika pelaku usaha tidak berbuat sesuai yang diperjanjikan dan 
menyebabkan kerugian immateriil, maka hal itu termasuk dalam kategori 
wanprestasi. Bentuk ganti kerugian wanprestasi adalah sesuatu yang dapat dinilai 
dengan materi sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya pada kontrakdan 
konsumen dalam jual beli online tidak dapat menuntut ganti rugi yang bersifat 
immateriil, kecuali atas kemauan pelaku usaha sendiri memberikan ganti rugi 
terhadap pelanggganya. 
 
        Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, pelaku usaha dan semua pihak 
yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




       Abstract 
 
       Akhmad Syaekhu. Consumer Legal Protection Due to Delay in Delivery of 
Goods in Online Purchase and Purchase agreements: Law Studies Faculty of Law, 
Pancasakti University, Tegal, 2020. 
        The background of writing this thesis is to discuss the issue of consumer 
legal protection and the responsibility of business actors due to delays in the 
delivery of goods in online trading agreements that often occur in the community 
in purchasing, especially in the online trading system. 
       This study aims: (1) to examine how the parties take responsibility for delays 
in the delivery of goods in the online purchase agreement, (2) to examine the 
efforts of the online business actors (Govinnuine spareparts motorbike) if there is 
a delay in the delivery of goods in the purchase agreement on line. 
       This type of research is qualitative juridical research. The approach used is 
(normative – empirical) approach. Data collection techniques through field 
studies, interviews and data analysis methods using analyzed with qualitative data. 
        The results of this study indicate that constraints are often encountered in the 
process of buying and selling online, especially in the late delivery of goods to be 
one of the problems that often occur as a result Consumers often feel 
disadvantaged due to the problem of shipping goods. Business actors provide 
compensation for losses suffered by consumers in case of loss or damage in 
accordance with the value of the goods. If the case is delays in goods where the 
loss can include imitilil, then the business actor should be able to provide 
responsibility so that consumers do not feel disadvantaged. Substitution of losses 
is different for each related party. The difference lies in shipping problems such as 
damage to goods, and delays. Immaterial losses experienced by consumers related 
to the occurrence of delays in the delivery of goods at the sale and purchase online 
apparently can not be compensated for losses. This is because the basis of the 
business online actor fulfilling the achievement is a standard contract where there 
is a limitation if the business actor does not perform as promised and causes 
immaterial losses, then it is included in the category of default. The form of 
compensation for default is something that can be assessed with the material in 
accordance with previously agreed upon contracts and consumers in buying and 
selling online can not claim compensation that is immaterial, except on the wishes 
of the business actors themselves to provide compensation to their customers. 
 
 Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, business people and all parties in need 
in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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1. Latar Belakang 
        Seiring dengan perkembangan zaman saat ini perkembangan ilmu 
pengetahuan teknologi mengalami peningkatan yang sangat cepat, dimana 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh besar di 
dalam kehidupan bermasyarakat.Salah satu perkembangan teknologi yang di kenal 
oleh masyarakat luas adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan 
kemudahan komunikasi secara luas memungkinkan manusia memperoleh serta 
saling bertukar informasi dengan cepat.Sebagai makhluk sosial, tentunya setiap 
orang akan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Bisa dikatakan manusia 
hidup saling bergantung dengan manusia yang lain. Salah satu wujud interaksi 
manusia adalah dengan berupaya membuat ikatan-ikatan yang satu dengan yang 
lain, yang berupa perjanjian.
1
 
       Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga 
untuk kepentingan perdagangan.Dengan kemudahan yang ditawarkan 
internetsuatu hal yang wajar ketika transaksi jual beli konvensional mulai 
ditinggalkan.Saat ini transaksi melalui media internet lebih dipilih karena 
kemudahan yang ditawarkan.
2
Sangat wajar, mengingat melalui Internet 
masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam  memilih produk (barang 
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dan jasa) yang akan dipergunakan, tentunya dengan berbagai kualitas yang sesuai 
dengan keinginannya.
3
 Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, 
khususnya internet menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang 
sama juga berpontensi terhadap sejumlah kerugian Setidaknya hal yang 
mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi 
yaitu meningkatnya permintaan atas barang yang dibutuhkan masayarakat dalam 
jangkauan luas sehingga memudahkan untuk melakukan transaksi perdagangan.
4
 
       Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual 
beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, 
walaupun dalam jual beli secara online ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara 




       Transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para 
pihaknya. Mereka mendasari transaksi tersebut atas rasa kepercayaan satu sama 
lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan 
secara elektronik tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada 
umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. 
Diatur di dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-
undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
perubahan yang disingkat UU ITE. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli 
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secara onlineterdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.Jual-beli 
merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan 
e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang 
mengimplikasikan inovasitekhnologi seperti internet sebagai media 
transaksi.
6
Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan 
suatu perjanjian.Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah 
merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan 
dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan 
segala akibat hukumnya.
7
Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat 
subyektif dan syarat objektif (Subekti).
8
 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat ; 
1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. Suatu pokok persoalan tertentu 
4. Suatu sebab yang tidak dilarang 
       Yang dimaksud syarat subyektif di point pertama dan kedua perjanjian dapat 
dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat tersebut, syarat objektif dipoint ketiga 
dan ke empat perjanjian dapat dibatalkan demi hukum yang artinya apabila ada 
suatu aturan yang melarangnya untuk melakukan suatu perjanjian 
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 Esther Dwi Magfirah, ―Perlindunganm Konsumen Dalam E-Commerce‖, dalam 
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7
 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.3 
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Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik ini 
mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya.  Sesuai dengan asas 
kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata jo 
1320 KUHPerdata jo Pasal UU ITE, maka dalam praktek tumbuh bermacam - 
macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan 
dengan menggunakan jasa internet.Pada perjanjian jual beli secara online 
wansprestasisering terjadi permasalahan yang timbul diakibatkan dari salah satu 
pihak baik pelaku usaha (produsen) atau konsumen tidak melaksanakan atau lalai 
melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara 
mereka.
10
Konsumen perlu mendapat perlindungan hukum dalam rangka 
melindungi kepentingannya. Perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan 
konsumen dalam jual beli memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan 
didapatkan bagi para pihak . Akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya bahwa masih sering ditemui kendala kendala dalam proses perjanjian 
jual beli online. Keterlambatan menjadi masalah yang paling sering dialami oleh 
konsumen dalam jual beli yang dilakukan secara online dari pelaku usaha kepada 
konsumen yang terdakadang menimbulkan kerugian kepada konsumen tersebut.
11
 
Adapun bentuk pelayanan yang merugikan itu adalah barang yang terlambat 
datang ke tempat tujuan yang sudah di tentukan dalam perjanjian jual beli secara 
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online, dengan dirugikannya konsumen, hal ini mengakibatkan konsumen atau 
pemakai barang tersebut menuntut pertanggung jawaban terhadap pelaku 
usaha.
12
Baik jasa pengirim barang dan atau penjual online selaku konsumen 
pengirim.sehingga penulis tertarik ingin mengetahui permasalahan yang ada jika 
ditinjau dari ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, ketentuan Hukum Pengangkutan dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata.Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik ingin 
mengetahui tentang “Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Keterlambatan 
Pengiriman Barang Pada Perjanjian Jual Beli Online’’. 
2. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, didapatkan 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat keterlambatan pengiriman 
barang pada perjanjian jual beli online ? 
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usahaonline(Govinnuine sperparts motor) 
akibat keterlambatan pengiriman barang pada perjanjian jual beli online ? 
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3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengkaji pertanggung jawaban para pihak terhadap keterlambatan 
pengiriman barang pada perjanjian jual beli online. 
2. Untuk mengkaji upaya pihak pelaku usahaonline (Govinnuine spareparts motor) 
apabila terjadi keterlambatan pada pengiriman barang dalam perjanjian jual beli 
online. 
4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
Manfaat Teoritis 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi ilmu 
pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum perdata tentang perjanjian dan 
semua ilmu pengetahuan lainya yang terkait, serta dapat dijadikan sebagai 
referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti secara lengkap lagi. 
Manfaat Praktis 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum 
sebagai sumber informasi dan pengetahuan dalam melakukan perjanjian jual beli 
online Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pihak yang akan 
melakukan perjanjian agar tidak melanggar kesepakatan dalam perjanjian 







5. Tinjauan Pustaka 
Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan 
penelitian ini : 
1. Ruli Firmansyah, ―Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual 
Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu)‖. Jurnal Ilmu Hukum 
Legal Opinion Edisi 5 , Volume 2 , Tahun 2014. Dalam skripsi ini membahasa 
proses pelaksanaan dan hambatan dalam jual beli melalui internet di namomi tote 
bag, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui 
internet di namomi tote bag. 
2. Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi, ―Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  
Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia‖. Dalam Jurnal 
Unifikasi, Volume. 3 No. 2 Juli 2016 ini membahas Keabsahan Perjanjian Jual 
Beli Secara Elektronik di Indonesia, dan Perlindungan Hukum Terhadap 
Konseumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. 
3. Bayu Adi Nugroho, ―Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian 
Jual Beli Melalui Internet (e-commerce) (Studi Kasus di Distro Anyway 
Yogyakarta)‖ Tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas Pertama, bagaimana 
bentuk dan isi dari Perjanjian jual beli melalui Internet di Distro Anyway 
Yogyakarta? kedua, bagaimana perlindungan Hukum terhadap konsumen pada 
saat perjanjian Jual beli dilakukan secara On line di Distro Anyway Yogyakarta? 
ketiga, apakah hambatan yang dihadapi dalam hal perlindungan terhadap 
konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) di 





4. Yang membedakan dari penelitian yang akan penulis lalukan dengan penelitian 
sebelumnya adalah dimana peneliti lain lebih mengarah terhadap perlindungan 
konsumen, keabsaahan perjanjian jual beli online, dan isi perjanjian yang 
dilakukan secara online pada pelaku usaha yang akan diteliti didaearah masing-
masing, sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik membahas tentang 
perlindungan hukum bagi konsumen akibat keterlambatan pengiriman barang dan 
tanggung jawab pelaku usaha online (govinnuine sparepart motor) apabila terjadi 
keterlambatan pada pengiriman barang dalam perjanjian jual beli online. Jika 
ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
6. Metode Penelitian 
  Metode penelitian adalah menggambarkan cara untuk mengumpulkan data 
yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Jenis penelitian 
 Jenis Penelitian dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis 






b. Pendekatan Penelitian 
  Penulis menggunakan metode pendekatan (normatif-empiris), penelitian 
hukum terapan atau normatif-empiris, adalah penelitian hukum tentang 
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif secara in action pada 
setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.Penelitian hukum 
terapan mencakup, penelitian terhadap penerapan hukum tanpa konflik atau ada 
konflik namun diselesaikan tidak melalui pengadilan (non judicial case study). 
Terkait dengan keterlambatan pengiriman barang  pada perjanjian jual beli online 
c. Sumber Data 
 Penelitian ini terdiri dari dua data yang digunakan dalam penelitianya, yaitu data 
primer dan data skunder : 
       Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung.dari sumber 
aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok orang, 
maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. 
        Data skunder adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, 
berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data skunder  adalah mendukung data 
primer. 
d. Metode Pengumpulan Data 
            Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data studi lapangan berupa wawancara langsung kepada subjek yang akan diteliti 







e. Metode Analisis Data 
  Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data 
kualitatif.Penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang 
menghasilkan data desktriptif analistis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis 




7. Rencana Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bagian utama diantaranya 
sebagai berikut : 
BAB I. PENDAHULUAN 
       Bab  ini merupakan pendahuluan yang memberikan uraian mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiaan, tinjauan 
penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
       Bab ini menguraikan tentang tinjauan-tinjauan secara umum, teori-teori 
hukum apa saja yang berhubungan dengan dasar permasalahan penulisan karya 
ilmiah yang diangkatdengan memperhatikan variable penelitian yang termuat 
dalam judul yaitu perjanjian jual beli online. 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan 
ditafsirkan. 
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Data penelitian akan tampak jelas bagaimana disusun sesuai urutan 
permasalahanm, dan selannjutnya akan dibahas dengan secara runtun dan jelas. 
BAB IV. PENUTUP 
       Bab ini menguraikan kesimpulan dari keseluruhan bab dan saran terhadap 






A.  Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 
       Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikanya sebagai 
sebuah tempat berlindung dan perbuatan atau hal dan sebagainya 
memperlindungi. Jika diteliti lebih dalam mengenai definisi yang terkandung 
maka terdapat beberapa unsur didalmnya yaitu: 
a. Unsur tindakan melindungi; 
b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi; 
c. Unsur cara melindungi. 
       Melihat unsur-unsur tersebut maka definisi perlindungan mengandung 
makna, yaitu suatu tindadakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-
pihak tertentu yang ditunjukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-
cara tertentu. 
       Perlidungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum 
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kesimpulan 
peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainya. 
Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan  perlindungan terhadap 
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Perlindungan hukum bagi setip warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat 
ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
untuk itu setiap prodak yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu 
memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal tersebut dapat 
dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanyaa persamaan kedudukan 
hukum bagu setiap warga Negara. 
Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, 
yaitu : 
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 
 Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan 
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 
pemerintah mendapat bentuk yang definitiv. Tujuanya adalah mencegah 
terjadinya sengketa.Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 
tindakan pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak karena dengan adanya 
perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati 
dalam mengambil keputusan. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus 
mengenai perlindungan hukum preventif. 
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif 
 Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 
Administrasi, di Indonesia termasuk kategori hukum ini. Prinsip perlindungan 
hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari kondeep 





menurut sejarah dari baarat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan peletakan keawjiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua 
yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip 
Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
asasi manusia, pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat 
tempat uutama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.
15
 
        Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar 
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. 
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Masyaratkat 
mengharapkan maanfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah 
untuk manusia maka pelakasanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi 
masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan membuat keresahan didalam 
masyarakat. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu 
masyarakat, dengan perlindungan yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara 
umum yaitu, ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, 
kebenaran dan keadilan. 
B. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
  Setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun 
berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen 
untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada 
                                                             
15





beberapa sisi menunjukan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga 
konsumen tidak mempunyai kedudukan yang ―aman‖. Oleh karena itu, secara 
mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya 
universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya 
dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak 
hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan 
selalu penting untuk dikaji ulang. 
 Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk mengambarkan 
perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk 
memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Az. 
Nasution menjelaskan bahwahukum perlindungan konsumen adalah bagian dari 
hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah : 
       ―Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan 
masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara 
penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.‖ 
       Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari 
hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai : 
       ―Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi 
konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk 




     Menurut Janus Sidabalok mengartikan hukum perlindungan konsumen yakni  
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       ―Keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-
kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi 
kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya 
perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen‖.
17
 
    Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin 
terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas 
barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.
18
 
  Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam 
usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan 
konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru 
khususnya di Indonesia. Sedangkan, di negara maju hal ini mulai dibicarakan 
bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.  
       Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk selanjutnya dalam penulisan ini 
disingkat UUPK, disebutkan : 
       ―Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen‖. Karena itu, berbicara 
tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian 
tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai 
cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang 




 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-4, 





dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa 
hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.
19
 
A. Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok 
pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :
20
 
a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha. 
b. Konsumen mempunyai hak. 
c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban. 
d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan 
nasional. 
e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat. 
f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa. 
g. Pemerintah perlu berperan aktif. 
h. Masyarakat juga perlu berperan serta. 
i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang. 
j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap. 
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 
Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang memberikan 
suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitu pula menurut H.J. 
Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit, melainkan sebagai 
dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Mirip dengan pendapat itu, 
menurut Satjipto Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan 
jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. 
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      Satjipto Raharjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan 
hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas 
hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap 
peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Asas-asas hukum merupakan sebuah 
fondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Apabila asas-
asas hukum yang menjadi fondasi tersebut dikesampingkan maka runtuhlah 
bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya. 
  Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing asas-asas 
perlindungan hukum terhadap konsumen secara lebih rinci, sebagaimana yang 
telah tercantum didalam Pasal 2 UUPK.
21
 Perlindungan konsumen berdasarkan 
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta 
kepastian hukum. Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan 




1) Asas Manfaat 
Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang 
dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan 
konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak aka nada pihak 
yang merasakan adanya diskriminasi. 
       Asas ini juga menghendaki bahwa agar didalam pengaturan dan penegakan 
hukum perlindungan konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk menempatkan 
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salah satu pihak diatas pihak yang lain atau sebaliknya, akan tetapi asas ini 
menghendaki agar perlindungan konsumen tersebut juga diberikan kepada 
masing-masing pihak, baik pihak produsen maupun konsumen apa yang menjadi 
haknya. Dengan demikian pengaturan dan penegakan hukum perlindungan 
konsumen ini sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan 
masyarakat, khususnya bagi para pihak yang bersengketa sehingga pada akhirnya 
akan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. 
2) Asas Keadilan 
Asas keadilan dalam perlindungan konsumen ini dimaksudkan agar partisipasi 
seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 
kepada konsumen maupun produsen (pelaku usaha) untuk dapat memperoleh 
haknya masing-masing, dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil 
sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. 
       Asas keadilan ini menghendaki bahwa dalam pengaturan dan penegakan hukum 
perlindungan konsumen tersebut, antara konsumen dan produsen (pelaku usaha) 
dapat berlaku adil melalui perolehan hak maupun pelaksanaan kewajibannya yang 
dilakukan secara seimbang, oleh karena itulah UUPK telah mengatur secara jelas 







3) Asas Keseimbangan 
       Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, produsen (pelaku usaha), dan pemerintah dalam arti 
materiil maupun spiritual. Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, 
produsen (pelaku usaha), dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang 
seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan 
konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen (pelaku usaha), dan 
pemerintah tersebut harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan 
hak maupun kewajibannya masing-masing didalam pergaulan hidup masyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian didalam asas keseimbangan ini tidak 
aka nada salah satu pihak yang mendapatkan perlindungan hukum atas 
kepentingannya yang lebih besar daripada pihak lain sebagai komponen bangsa 
dan negara. 
4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 
Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan 
jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen didalam 
penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan/atau jasa 
yang dikonsumsinya. Kedua asas ini menghendaki agar dengan adanya jaminan 
hukum tersebut, maka konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang 
dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya, sehingga produk barang dan/atau jasa 
yang digunakan atau dikonsumsi tersebut tidak akan mengancam ketentraman dan 
keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya. UUPK membebankan 





usaha) didalam memproduksi dan mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang 
dihasilkannya. 
5) Asas Kepastian Hukum 
Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik produsen (pelaku usaha) maupun 
konsumen dapat menaati hukum serta memperoleh keadilan didalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara yang memberikan jaminan 
kepastian hukum. Dengan demikian dapat diartikan bahwa UUPK ini 
mengharapkan agar aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung 
didalam undang-undang ini dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup masyarakat 
dan kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh 
keadilan, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.
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2. Tujuan Perlindungan Konsumen 
Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama 
antara konsumen (masyarakat), produsen (pelaku usaha), dan juga pemerintah 
sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
perlindungan hukum bagi konsumen. Lebih lanjut ketika membahas mengenai 
perlindungan hukum bagi konsumen maka sudah tentu akan membahas juga 
mengenai apa saja yang menjadi asas dan tujuan dari hukum perlindungan 
konsumen itu sendiri. 
       Sesuai dengan Pasal 3 UUPK, tujuan dari perlindungan konsumen adalah : 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri; 
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari 
akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 
berusaha; 
f.  Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha 




C.  Tinjauan tentang Konsumen 
1. Pengertian Konsumen 
Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan/atau 
pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Istilah konsumen berasal 
dari bahasa asing, consumer (Inggris) dan consumenten (Belanda). Menurut 
kamus hukum Dictionary of Law Complete Edition konsumen merupakan pihak 
yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri 
sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.  
Berikut adalah pengertian konsumen menurut para ahli : 
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a. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler, dalam bukunya Prinsiples Of 
Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau 
memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. 
b. Pengertian konsumen menurut Tri Kunawangsih dan Anto Pracoyo, konsumen 
adalah mereka yang memiliki daya beli, yakni berupa pendapatan dan melakukan 
permintaan terhadap barang dan jasa. 
c. Pengertian konsumen menurut Djokosantoso Moeljono, konsumen adalah 
seseorang yang secara terus menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat 
yang sama, untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk, atau 
mendapatkan suatu jasa, dan membayar produk atau jasa tersebut. 
Sedangkan menurut bab I, Ketentuan Umum, Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat, konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau 
jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain. 
       Berdasarkan pengertian diatas subyek yang disebut sebagai konsumen berarti 
setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah ―orang‖ 
sebetulnya menimbulkan keraguan apakah hanya orang individual yang lazim 
disebut natuurlijke person atau termasuk juga badan hukum (recht person). 
Menurut Az. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang alami bukan badan 





dan/atau jasa unuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 
hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.
25
 
       Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang 
diserahkan kepada mereka oleh produsen, yaitu setiap orang yang mendapatkan 
barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. 
Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan : 
       ―Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan‖. 
Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 undang-undang 




2. Hak Konsumen 
       Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh 
karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi 
yang mendapatkan perlindungan hukum itu bukan sekedar fisik melainkan 
termasuk juga hak-haknya bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan 




       Secara umum dikenal empat hak dasar konsumen yang diakui secara 
internasional. Hak-hak yang dimaksud adalah : 
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1) Hak untuk mendapatkan keamanan (The right to safety) 
2) Hak untuk mendapatkan informasi (The right to be informed) 
3) Hak untuk memilih (The right to choose) 
4) Hak untuk didengar (The right to be heard) 
           Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung 
dalam The International Organization of Consumers Union (IOCU) 
menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak 
mendapatkan ganti kerugian, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik,dan 
untuk sehat. 
       Signifikasi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan 
bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dapat 
disingkat UUD NRI 1945, disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut 
konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan 
yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. 
Melalui UUPK menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen : 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 
dan/atau jasa. 
2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai 
tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 





4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakannya; 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya; 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling 
pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang 
penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman 
atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan 
didalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa 
dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan 
konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang 
dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang 
benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen 
berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, 





       Hak-hak dalam UUPK diatas merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang 
bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD NRI 
1945. 
       Betapa pentingnya hak-hak konsumen sehingga melahirkan pemikiran yang 
berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan ―generasi keempat hak asasi 
manusia‖ yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam 
perkembangan di masa-masa yang akan datang.
28
 
3. Kewajiban Konsumen 
       Sesuai dengan Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen adalah : 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan 
       Adapun kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi 
dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan 
dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun 
pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha menyampaikan peringatan 
secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan 
yang telah disampaikan padanya. 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa 
 Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi 
konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen pada saat melakukan 
transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya 
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kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen 
(pelaku usaha). 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 
Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan 
pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 
patut. 
       Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban 
mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 
patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya 
UUPK hamper tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam 
perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak 
dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan. 
           Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab 
kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan 
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
29
 
C. Tinjauan tentang Pelaku Usaha 
1. Pengertian Pelaku Usaha 
Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. 
Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan 
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pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam pengecer 
penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.
30
 
Menurut UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik 
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam berbagai bidang ekonomi, pengertian pelaku usaha tersebut 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUPK. Undang-undang tersebut 
juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha antara lain 
adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, 
importir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya.
31
 
2. Hak Pelaku Usaha 
     Sementara itu hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan 
perlindungan konsumen adalah sebagai berikut : 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak 
beritikad baik. 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum 
sengketa konsumen. 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
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e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
3. Kewajiban Pelaku Usaha 
Kewajiban produsen atau pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK adalah : 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 
 Kewajiban beritikad baik berarti produsen atau pelaku usaha dalam menjalankan 
kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan itikad baik, yaitu secara berhati-
hati, mematuhi dengan aturan-aturan serta dengan penuh tanggung jawab. 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaankewajiban memberi informasi berarti produsen atau pelaku usaha 
wajib memberi informasi kepada masyarakat atau konsumen atas produk dan 
segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu 
adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif 
Kewajiban melayani berarti produsen atau pelaku usaha wajib memberi pelayanan 
kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membeda-bedakan cara 
ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif. 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang 
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang 





       Kewajiban memberi kesempatan berarti produsen atau pelaku usaha wajib 
memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk 
tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli dengan 
maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan 
kebutuhannya. 
f.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan 
       Kewajiban memberi kompensasi berarti produsen atau pelaku usaha wajib 
memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian kerugian akibat tidak atau 
kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya 
dank arena tidak sesuainya produk yang diterima dengan yang diperjanjikan. 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian 
4. Perbuatan Yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 
       Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat kehidupan 
konsumen untuk maksud meningkatkan tersebut berbagai hal yang membawa 
akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari 
aktivitas perdagangan pelaku usaha.
32
 
       Berdasarkan UUPK, Pasal 8 perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara 
lain : 
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1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau 
jasa yang : 
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto,dan jumlah dalam hitungan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya. 
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa 
tersebut. 
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, 
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan 
barang dan/atau jasa tersebut. 
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan 
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsaatau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 
"halal" yang dicantumkan dalam label. 
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama 





pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. 
j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam 
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, 
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang 
dimaksud. 
3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, 
cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar. 
4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari 
peredaran. 
       Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 undang-undang 
tersebut dapat kita bagi kedalam dua larangan pokok, yaitu : 
1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar 
yang layak untuk diperdagangkan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. 
2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat 
yang menyesatkan konsumen. 
Larangan mengenai kelayakan produk baik itu berupa barang dan/atau jasa pada 
dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan ―standar 





tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk 
dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut kadang-kadang 
sudah ada yang menjadi ―pengetahuan umum‖, namun sedikit banyaknya masih 
memerlukan penjelasan lebih lanjut.
33
 
D. Tinjaun Umum Tentang Perjanjian 
1. Tinjauan tentang perjanjian 
       Perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menyebutkan bahwa : 
  ―Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih‖. 
Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 
dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan 
antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu 




      Berikut ini akan dujelaskan beberapa argument para ahli hukum yang membahas 
mengenai definisi dari perjanjian : 
       Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang 
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       Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu 
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 
menimbulkan akibat hukum.Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk 
menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka 
untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan 
akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila 




       Menurut Salim H.S, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang 
satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum 
yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain 




       Berdasarkan pada beberapa pendapat para sarjana diatas, maka dapat 
dirumuskan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dalam lapangan 
hukum kekayaan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih, atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan 
dirinya. 
Perjanjian dalam KUHPerdata pada hakekatnya menjelaskan bahwa perbuatan 
tersebut haruslah dengan adanya kata sepakat (consensus) yang dilakukan oleh 
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kedua pihak dan mengikat bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-
undang. 
       Perjanjian dan perikatan adalah suatu yang selalu berdampingan, Pasal 1233 
KUHPerdata menyebutukan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-
undang. Definisi perikatan sendiri adalah suatu hubungan hukum dibidang hukum 
kekayaan dimana datu pihak berhak menuntut suatu presatasi dan pihak lainya 
berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.
38
 Pada dasarnya dalam suatu 
perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut 
sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang 
selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu dalam hukum disebut ―Prestasi‖. 
Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Perdata, menyatakan bahwa prestasi dapat 
berupa: 
a. Menyerahkan suatau barang atau memberikan sesuatu; 
b. Melakukan sesuatu perbuatan atau berbuat sesuatu; 
c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. 
Berdasarkan Pasal 1353 KUHPerdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir 
dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang 
lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (Zaakwaarneming) dan perikatan yang 
lahir dari perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad). Perikatan yang lahir 
karena undang-undang misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahia untuk 
menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.
39
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       Kesimpulan bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang 
tepenting. Dari apa yang diterangkan dapat dilihat, bahwaa perikatan adalah suatu 
pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau 
suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh 
dua orang atau dua pihak yang membuat sesuatu perjanjian, sedangkan perikatan 
yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para 
pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka 
mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. 
Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka 
berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah terpenuhi.
40
 
       Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada 
hakikatnya telah terjadi dengan adanya kata sepakat (Consensus) dari kedua belah 
pihak, dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu 
undang-undang. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak 
yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang 
dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua 
kehendak itu bertemu dalam ―sepakat‖ tersebut. Tercapainya sepakat ini 
dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, 
misalnya: ―setuju‖, ―oke‖, dan lain-lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama 
menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti 
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2. Asas-Asas Perjanjian 
     Asas hukum bukan peraaturan hukum, tidak bisa hanya melihat peraturan-
peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai pada asas-asas 
hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etus pada peraturan-
peraturan hukumm serta tata hukum.
42
 
       Perjanjian mengenal beberapa asas dalam pelaksanaanya, berikut ini adalah 
beberapa asas dalam perjanjian: 
a. Asas Kebebasan Berkontrak 
       Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada bunyinya: ―Semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya.‖ 
       Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan 
kepada para pihak untuk, membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan 
perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, menentukan bentuknya 
perjanjian yaitu tertulis atau lisan. 
b. Asas Konsensualisme 
       Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) 
KUHPerdata.Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya 
perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme 
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merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak 
diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah 
pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang 
dibuat oleh kedua belah pihak. 
c. Asas Pacta Sunt Servanda 
       Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. 
Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda 
merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi 
kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-
undang .Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata, yang berbunyi: ―Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang.‖ 
        Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. 
Didalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila 
ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini 
mengandung perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. 
Namun dalam perkembanganya asas pacta sunt servanda diberi arti pactum, yang 
berati sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas 
lainya. 
d. Asas Itikad Baik 
       Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata 
yang berbunyi: ―Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.‖ Asas itikad 





melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang 
teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua 
macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, 
orang memerhatikan sikap dan tingkah laku nyata dari subjek. Pada itikad baik 
mutlak, penilainya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang 




e. Asas Kepercayaan 
        Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan 
kepercayaan diantara kedua belah piha itu bahwa satu sama lain akan memenuhi 
prestasinya. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk 
keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 
Makna kepercayaan dalam asas ini sangat diperlukan oleh masing-masing pihak 
dalam pembuatan perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melakukan 
kewajibanya sesuai perjanjian yang dibuat, oleh karena itu setiap pihak yang akan 




f. Asas Persamaan Hukum 
       Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada 
perbedaan, walapun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan 
dan lain-lain. Setiap perjanjiannya yang dibuat oleh masing-masing pihak tidaklah 
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menempatkan salah satu pihak yang membuatnya lebih tinggi dari pihak satunya, 
akan tetapi posisi mereka haruslah sederajat sehingga masing-masing pihak 




3. Syarat Sahnya Perjanjian 
       Agar perjanjian tidak sia-sia dimata hukum, maka sebaiknya harus 
memperhatikan beberapa syarat sahnya perjanjian  atau kontrak. Suatu perjanjian 
atau kontrak dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang 
terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu : 
1) Adanya kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian; 
2) Adanya kecakapan/kemampuan mengadakan perjanjian; 
3) Adanya objek tertentu; 
4) Adanya sebab yang halal. 
       Syarat yang pertama  sahnya sutau perjanjian adalah syarat Subjektif , 
mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perajanjian yaitu: 
a. Adanya kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian.  
Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian betul-betul sepakat, dan tidak karena 
adanya tekanan dari pihak lain. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah 
perjanjian yang telah mengikat sejak adanya kata sepakat, tidak peduli apakah 
perjanjian itu berbentuk lisan atau tertulis. 
b. Adanya kecakapan/kemampuan mengadakan perjanjian. 
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       Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus mampu membaca dan 
menulis, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian betul-betul dapat 
memahami apa yang tertulis dalam surat perjanjian.  
      Syarat yang kedua sahnya suatu perjanjian adalah syarat Objektif yaitu : 
a. Adanya objek tertentu. Dalam perjanjian harus dengan jelas apa yang menjadi 
pokok perjanjian. Pasal 1233 sampai dengan 1864 KUHPerdata perjanjian yang 
dikenal didalam KUHPerdata adalah perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa 
menyewa, kerja, persekutuan perdata, dan lain-lain. 
b. Adanya sebab yang halal. Syarat ini bermaksud bahwa setiap perjanjian tidak 
boleh mengandung hal-hal yang melanggar hukum. Misalnya perjanjian jual beli 
ganja/narkoba, penjualan manusia, perjanjian jual beli barang hasil kejahatan serta 
hal-hal yang melanggar hukum lainya.
46
 
       Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada 
asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikiranya, 
adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdata disebut sebagai 
orang-orang yang tidak untuk membuat suatu perjanjian : 
a) Orang-orang yang belum dewasa; 
b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 
c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan 
semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-
perjanjian tertentu. 
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Memang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu 
perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup 
kemampuan untuk benar-benar bertanggung jawab yang akan dipikulnya dengan 
perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang 
membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaanya, maka orang 
tersebuut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan 
harta kekayaanya. 
4. Unsur dan Bagian Perjanjian 
Dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur yaitu : 
a. kata sepakat dari kedua pihak atau lebih; 
b. kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak; 
c. keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum; 
d. akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu atas beban yang lain atau timbal 
balik dan dibuat dengan ketentuan perundang-undangan.
47
 
Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian essentialia, bagian 
naturalia, dan bagian accidentalia. Beberapa literatur menyebut bagian ini sebagai 
unsur-unsur perjanjian. 
Essentialia merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus ada secara mutlak 
dimana apabila tidak ada, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang 
dimaksud pihak-pihak. Essentialia merupakan hal pokok yang harus ada dalam 
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suatu perjanjian. Tanpa hal pokok tersebut maka tidak ada perjanjian. Contohnya 
dalam perjanjian jual beli, maka barang dan harga merupakan bagian essentilia.
48
 
       Naturalia adalah bagian dari suatu perjanjian menurut sifatnya dianggap ada 
tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, karena telah diatur dalam 
undang-undang. Sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak 
perjanjian, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, 
sebagai contoh jika dalam kontrak tidak diperjanjikan ttentang cacat tersembunyi, 




       Accidentalia menurut Komariah adalah unsur perjanjian yang ada jika 
dikehendaki oleh para pihak. Dengan kata lain unsur perjanjian yang ditambahkan 
oleh para pihak karena undang-undang tidak mengatur tentang hal tersebut. 
Semua janji-janji dalam suatu perjanjian yang sengaja dibuat untuk menyampingi 
ketentuan hukum yang menambah merupakan unsur acciddentalia. Unsur ini 




5. Jenis-Jenis Perjanjian 
Berikut ini adalah beberapa jenis perjanjian yang ada di Indonesia berserta 
penjelasanya: 
a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak 
       Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan 
kewajiban pada kedua belah pihak dan sebaliknya. Misalnya : perjanjian 
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kerjasama , perjanjian sewa menyewa , perjanjian jual beli , perjanjian tukar 
menukar.
51
 Sebaliknya perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan 
pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk 
menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian Hibah dan pemberian 
hadiah. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 
KUHPerdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan 
berhak mendapatkan pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban 
membayar harga barang. 
b. Perjanian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama  
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokan 
dalam perjanjian khusus serta jumlah nya terbatas, seperti perjanjian jual beli, 
sewa – menyewa, tukar – menukar, pertanggungan, pengakutan. Sedangkan 
perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak di atur secara khusus dalam 
KUHPerdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas 
kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdata. 
52
 
c. Perjanjian non obligator dan Perjanjian obligator 
Perjanjian obligator adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan atau 
mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual 
harus menyerahkan barang. Sedangkan perjanjian non obligator adalah perjanjian 
yang tidak mengharuskan seeorang membayar atau menyerahkan sesuatu.  
Perjanjian yang  menetapkan dipindahkanya suatu hak dari seseorang kepada 
                                                             
51
 Lukman Santosa, Hukum Perjanjian Kontrak, Yogyakarta: Cakrawala, 2012, hlm. 12. 
52
 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, 





orang lain. Objek perjanjian disini adalah hak, misalnya : balik nama hak atas 
tanah.  
d. Perjanjian Konsensuil 
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan 
(consensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata 
sepakat dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian ini adalah perjanjian jual 
beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pengangkutan. 
6. Jenis Perjanjian Berdasarkan Pada Sifatnya 
a. Perjanjian di bidang hukum keluarga 
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa: 
  ―Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai‖ 
Mengikuti ahli hukum perancis, perkawinan, merupakan suatu lembaga 
(institution). Van Mourik menyatakan bahwa perkawinan (sebagai suatu 
perjanjian) terbentuk dengan terpenuhinya formalitas tertentu. 
Kita dapat saja berargumen bahwa karena pernikahan adalah kesepakatan, maka 
perkawinan dalam arti umum adalah perjanjian dibidang hukum keluarga.
53
 
b. Perjanjian Kebendaan (Zakelijke Overeenkomst) 
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang dibuat dengan menngindahkan 
ketentuan perundang-undangan; timbul karena kesepakatan dari kedua belah 
pihak atau lebih yang saling mengikat diri; dan ditunjukan untuk menimbulkan, 
beralih, berubah, atau berakhirnya suatu hak kebendaaan. 
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Pada umumnya untuk terbentuknya perjanjian dibidang kebendaan, khususnya 
untuk benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat juga bahwa perjanjian 
tersebut dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti 
dengan pendaftaran (balik nama) berdasarkan akta tersebut pada register umum 
(penyerahan hak kebendaannya-levering). 
c. Perjanjian mengenai pembuktian  
       Perjanjian mengenai pembuktian terbentuk dengan adanya kesepakatan dari 
para pihak untuk mengatur didalam perjanjian cara bagaimana peraturan peraturan 
pembuktian hendak disampingkan atau untuk menghilangkan keraguan mengenai 
penerapan pembuktian menurut perundang-undangan. Pada umumnya tujuan 
dibuatnya perjanjian diatas adalah membatasi ketentuan mengenai cara atau alat 
pembuktian atau mengindari pengajuan perlawanan pembuktian (tegenbewijs). 
Pembatasan atau penyimpangan mengenai peraturan pembuktian tersebut akan 
diperkenankan dilakukan melalui perjanjian sepanjangg tidak bertentangan 
dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik. 
d. Perjanjian bersifat kepublikan (Publiek rechtelijke overeenkomst) 
       Badan hukum publik dapat pula melakukan tindakan hukum dibidang hukum 
privat. Perjanjian timbul karena adanya kesepakatan dari dua pihak atau lebih. 
Salah satu pihak atau kedua-duanya adalah badan hukum publik. Kebanyakan 
perjanjian tersebut adalah perjanjian obligator. Namun karena sekaligus 
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7. Ingkar Janji ( Wanprestasi ) 
       Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 
sebagai mana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur 
dengan debitur.
55
 Di dalam hukum Common Law, jika terjadi wanprestasi (breach 
of contracht), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti 
rugi(damages), dan bukan pemenuhan prestasi(performance).
56
 
Wanprestasi (atau ingkar janji) berhubungan erat dengan adanya perikatan atau 
suatu perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 
1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdata maupun perjanjian 
yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352NKUPerdata 
sampai dengan Pasal 1380 KUPerdata.
57
 
Akibat adanya wanprestasi ada empat akibat yaitu sebagai berikut: 
a. Perikatan tetap ada. 
Kreditor masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia 
terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi 
akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. 
b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata). 
c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah 
debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak 
kreditur. 
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d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri 




8. Ganti Rugi  
       Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dimulai dari 
Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena 
tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, 
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat 
dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan Pasal 1252 
KUH Perdata.  
       Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 
1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu 
bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan 
kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya 
kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.  
       Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan 
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9. Berakhirnya Perjanjian 
Dimasyarakat pada umumnya perjanjian akan berakhir apabila para pihak didalam 
perjanjian telah selesai melakukan prestasi yang terkandung didalam perjanjian 
tersebut. Brikut ini beberapa hal-hal yang bisa membuat berakhirnya perjanjian: 
a. Ditentukan perjanjian oleh para pihak, sebagai contoh perjanjian akan berlaku 
dalam waktu tertentu. 
b. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya kejadian 
tertentu maka perjanjian akan berakhir, misalnya jika salah satu pihak meninggal 
dunia, perjanjian menjadi hapus. 
c. Pernyataan penghentian perjanjian. Dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau 
salah satu pihak, dan hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara seperti 
perjanjian kerja dan perjanjian sewa. 
d. Perjanjian hapus karena putusan hakim 
e. Tujuan perjanjian telah tercapai 
f. Persetujuan Para pihak (Herroeping).60 
Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur perihal 
berakhirnya perjanjian, yaitu: 
a) Pembayaran 
b) Penawaran pembayaran, di ikuti penitipan; 
c) Pembaharuan utang; 
d) Perjumpaan utang; 
e) Pencampuran utang; 
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f) Pembebasan utang; 
g) Musnahnya barang yang terutang; 
h) Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikata; 
i) Berlakunya suatu syarat batal; 
j) Lewat waktu atau daluarsa. 
E. Tinjauan Umum Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
       Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, yaitu 
suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 
dijanjikan. Definisi lain jual-beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana 
pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu 
barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga 
yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 
Perkataan jual-beli menunjukan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan 
menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang 
mencakup dua perbuatann yang bertimbal-balik itu adalah sesuai dengan istilah 
Belanda “koopen verkoop” yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu 
“verkoopt” (menjual) sedang yang lainnya ―koopt‖ (membeli).
61
 
Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau 
memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang 
dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. 
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Meskipun tiada di sebutkan dalam salah satu pasal undang – undang, namun 
sudah semestinya bahwa ― Harga‖ ini harus berupa sejumlah uang, karena bila 
tidak demikian dan harga itu berupah barang, maka bukan lagi jual beli yang 
terjadi, tetapi tukar – menukar atau barter.  
Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah  hak milik atas 
barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan 
adalah ―penyerahan―. Menurut hukum perdata ada tiga macam yaitu :  
a) Penyerahan barang bergerak  
b) Penyerahan barang tak bergerak dan  
c) Penyerahan piutang atas nama yang masing – masing mempunyai cara – caranya 
sendiri. 
2. Saat terjadinya jual beli 
       Jual beli , adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya, ia sudah di lahirkan 
sebagai suatu perjanjian yang sah ( mengikat atau mempunyai kekuatan hukum ) 
pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur – 
unsur yang pokok ( essentialia ) yaitu barang dan harga. Biarpun jual beli itu 
mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensuil jual beli ini ditegaskan  
dalam pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi, ― Jual beli dianggap telah terjadi 
antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang 
dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum 
dibayar. Salah satu sifat yang penting lagi dari jual beli menurut system Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya 





Undang Hukum Perdata, jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru 
memberikan hak dan meletakan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu 
memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkanya hak milik atas 
barang yang dijual. Apa yang dikemukakanya disini mengenai sifat jual beli ini 
nampak jelas dari pasal 1459, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang 
yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahanya belum 
dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).  
       Dalam sistem dimana jual beli itu hanya bersifat ―obligatoir‖ saja, maka jika 
terjadi suatu barang yang telah dijual, tetapi belum diserahkan, dijual lagi untuk 
kedua kalinya oleh si penjual dan dikirim kepada si pembeli kedua ini, barang 
barang tadi menjadi miliknya si pembeli kedua ini. Si pembeli pertama hanya 
dapat menuntut ganti rugi dari penjual yang telah membawa dirinya dalam 
keadaan tak mampu menyerahkan barangnya dan karenanya melakukan 
wanprestasi atau ingkar janji.
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3. Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli 
 Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban - kewajiban  
dan hak – hak bagi kedua belah pihak atau pihak – pihak yang mengadakan 
perjanjian itu. Hak dan kewajiban ini adalah :  
Kewajiban si Penjual, bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu : 
a. Meenyerahkan hak milik atas barang yang di perjual belikan. 
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Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut 
hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual 
belikan itu dari sipenjual kepada si pembeli. Oleh karena Burgerlijk 
Wetboek(B.W.) mengenal tiga macam barang, yaitu barang bergerak, barang tetap 
dan barang ―takbertubuh‖, maka menurut B.W. juha ada tiga macam penyerahan 
hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu:  
a) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu; 
(Pasal 612 KUHPerdata). Penyerahan kebendaan bergerak , terkecuali yang tak 
bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau 
atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam 
mana kebendaan itu berada. 
b) Barang tetap (takbergerak), dengan perbuatan yang dinamakan ―balik nama‖ 
dimuka pegawai balik nama atau pegawai penyimpan hipotik. Menurut, (Pasal 
616 dan 620 KUHPerdata). 
c) Barang takbertubuh dengan perbuatan yang dinamakan ―cassie‖ sebagaimana 
diatur dalam Pasal 613 B.W. yang berbunyi : 
―Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainya 
dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan 
mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain‖.
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Kewajiban si Pembeli, ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat 
sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. ―Harga‖ tersebut harus berupa 
sejumlah uang.Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam suatu pasal 
undang-undang namun sudah sendirinya termaktub didalam pengertian jual beli, 
oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan 
merubah perjanjiannya menjadi ―tukar-menukar‖, atau kalau harga itu berupa 
suatu jasa, perjanjianya akan menjadi suatu perjanjian kerja.
65
 Dari apa yang 
diuraikan diatas maka terdapat kesimpulan mengenai hak-hak dan kewajiban 
kedua belah pihak baik itu penjual maupun pembeli, yaitu: 
Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, 
tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli. 
Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual 
menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban 
membayar harga pembelian tersebut.
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4. Subjek dan Objek jual beli 
       Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam 
perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat 
yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah nikah. 
Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik 
menurut tumpukan, berat, ukuran, timbanganya. Sedangkan yang tidak 
diperkenankan untuk diperjual belikan adalah; benda atau barang orang lain, 
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barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, bertentangan dengan 
ketertiban dan kesusilaan yang baik.
67
 
5. Bentuk dan substansi perjanjian jual beli 
       Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiak ditentukan secara tegas 
tentang bentuk perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan 
secara lisan maupun tertulis. Perjanjian jual beli beli secara lisan cukup dilakukan 
berdasarkan consensus para pihak tentang barang dan harga. Sedangkan perjanjian 
jual beli secara tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam 




6. Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli 
       Pertama perlu dipahamkan dahulu apa yang dimaksudkan dengan ―risiko‖. 
Itu.Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian 
(peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Misalnya: barang yang diperjual 
belikan musnah diperjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya keram 
ditengah laut akibat serangan badai. Atau sebuah rumah yang sedang 
dipersewakan terbakar habis karena ―kortsluiting‖ aliran listrik. Siapakah yang 
(menurut hukum) harus memikul kerugian-kerugian tersebut? Inilah persoalan 
yang dengan suatu istilah hukum dinamakan persoalan ―risiko‖. Pihak yang 
menderita karena barang yang menjadi obyek perjanjian ditimpa oleh kejadian 
yang tak disengaja tersebut dan mewajibkan memikul kerugian itu tanpa adnya 
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keharusan bagi pihak lawanya untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak 
yang memikul risiko atas barang tersebut. 
Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa 
diluar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian 
dengan suatu istilah hukum dinamakan ―keadaan memaksa‖ ( overmacht ). 
Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan buntut dari 
persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak 
dapat diduga.Mengenai risiko dalam jual beli ini dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata ada tiga peraturan, yaitu: 
a. Mengenai barang tertentu (pasal 1460); 
b. Mengenai baarang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461); 
dan 
c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (pasal 1462). 
       Mengenai barang tertentu ditetapkan (oleh pasal 1460) bahwa barang itu sejak 
saat pembelian (saat tutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, 




F. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Elektronik/ Kontrak Elektronik Jual 
Beli Online 
1. Pengertian Kontrak Elektronik 
       Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang—
Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 
butir (17)  yang berbunyi: 
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        ―Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem   
Elektronik‖. 
       Menurut Edmon Makarim dalam bukunya mendefinisikan kontrak elektronik 
lebih jelas lagi, yaitu: 
 ―Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan 
memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasis computer 
(computer cased information system) dengan sistem komunikasi yang  yang 
berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecommunication based) 




Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya 
kontrak elektronik juga bergantung pada esensi dari sistem elektronik itu 
sendiri.Artinya, kontrak elektronik hanya dapat dikatakan sah apabila dapat 
dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya atau 
berjalan sebagai mana mestinya.Ada lima syarat pelaksanaan suatu perjanjian 
elektronik  atau yang sering disebut dengan kontrak elektronik, yaitu: 
a. Offer (penawaran) 
       Offer (penawaran) adalah pernyataan salah satu pihak, yakni offerror, untuk 
masuk dalam ikatan suatu kontrak. Dalam konteks online, sebuah website atau 
jasa online lainya dapat memanjang informasi produk yang mereka tawarkan, 
dimana informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka 
berikan. Iklan-iklan yang dipasang di media-media massa tradisional pada 
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umumnya lebih dipandang sebagai ―undangan untuk bertindak‖ (invitation to 
treat), bukan sebagai penawaran. Kecenderungan seperti ini berakibat pada 
komunikasi yang disampaikan oleh calon pembeli akan dianggap sebagai 
penawaran (offer), yang kemudian bisa ditolak atau di terima oleh pihak penjual.
71
 
b. Acceptance (Penerimaan Penawaran) 
       Penerimaan penawaran juga dapat melahirkan suatu kontrak. Dalam hal ini, 
penerima penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk konfirmasi (penegasan) 
yang disampaikan melalui e-mail, atau dengan menggunakan media komuknikasi 
lainya. 
c. Persyaratan tertulis 
       Beberapa Negara mengatur bahwa kontrak-kontrak tertentu dapat dibentuk 
melalui pertukaran komunikasi elektronik via internet, beberapa yurisdiksi yang 
lain mensyaratkan bahwa jenis-jenis kontrak tentu haruslah ―tertulis‖ dan 
ditandatangini, namun pemenuhan persyaratn kontrak elektronik berate konsumen 
harus memiliki print out dokumen kontrak, serta mengirimkan salinan dokumen 
persetujuan. 
d. Kecakapan atau Kewenangan untuk Melakukan Transaksi 
Salah satu persyaratan penting bagi pembentuk kontrak elektronik adalah bahwa 
kedua belah pihak secara hukum harus telah cakap untuk melakukan atau 
membentuk suatu perjanjian atau kontrak dalam suatu transaksi tertentu. 
e. Konsiderasi 
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       Suatu kontrak tidak akan dianggap memiliki kekuatan mengikat apabila tidak 
memiliki atau terdapat elemen prestasi (kewajiban). Karenanya salah satu syarat 
pembentukan kontrak elektronik adalah dengan adanya prestasi dari kedua belah 
pihak atau pihak lainya.
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Sehingga jika melihat kelima syarat tersebuut maka dapat disimpulkan bahwa 
kelima syarat tersebut sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian pada 
umumnya yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, 
yang membedakanya yakni mungkin adalah pelaksanaanya dalam dalam suatu 
transaksi elektronik. 
2. Perjanjian/Kontrak Elektronik Jual Beli Online 
       Jual beli online atau yang lebih dikenal dengan layanan jual beli barang yang 
berbasis teknologi informasi. Layanan jual beli online atau berbasis teknologi 
informasi telah dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia No. 82 
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Mengenai jual belli online tidak lepas pula dari kegiatan transaksi elektronik yang 
dimana dalam Pasal 17 UU ITE yang menyatakan bahwa penyelenggaraan 
transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public maupun privat. 
Kemudian maksud dari lingkup publik dan privat itu sendri tertuang dalam Pasal 
40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan ―PP PSTE‖) yaitu: 
―Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi: 
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a. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh instansi atau pihak lain yang 
menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan 
b. Penyelenggara Transaksi Elektronik dalam lingkup publik lainya sebagai 
manadiatur dalam ketentuan oeraturan perundang-undangan.Penyelenggaraan 
Transaksi Elektonik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antara 
lain: 
a. antara-Pelaku Usaha; 
b. antara Pelaku Usaha dengan Konsumen; 
c. antara Pribadi; 
d. antara Instansi; antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuia dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.‖  
Dengan adanya internet hanyalah membuat jual beli atau hubungan hukum yang 
terjadi menjadi lebih singkat, mudah, dan sederhana. Secara hukum tidak ada 
perubahan konsepsi dalam suatu transaksi yang berlangsung. 
Kemudian, kapan suatu perjanjian dalam transaksi online tersebut berlangsung 
tentunya sangat berkaitan dengan siapa saja suatu transaksi tersebut dilakukan. 
Namun memang tidak sesederhana jika dibandingkan dengan transaksi 
konversional. Dalam transaksi online, tanggung jawab (kewajiban) atau  
perjanjian dibagi  kepada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut. 
Paling tidak ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi online lebih dikenal 
dengan istilah B2B, B2C yaitu (Business to Business) pelaku usaha dan pelaku 





(buyer).Biasanya disetiap bagian pekerjaan (penawaran, pembayaran, pengiriman) 
masing-masing pihak membagi tanggung jawab sesuai dengan kompetensi 
masing-masing. Pada proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang 
dibeli maka transaksi antara penjual dengan pembeli selesai. Penjual menerima 
persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa 
pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. 
       Bisa dikatakan bahwa transaksi antara penjual dengan pembeli dalam tahapan 
persetujuan barang telah selesai sebagaian sambil menunggu barang tiba atau 
diantar ke alamat pembeli. Karena biasanya Bank baru akan mengabualkan 
permohan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari Bank yang 
ditunjuk oleh penjual dalam transaksi elektronik tersebut. Setelah penjual 
menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga baranng yang 
dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi 
kepada jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat 
pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, 
pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai 
seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir.
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Penjelasan bahwa transaksi jual beli elektonik dilindungi oleh Undang-Undang 
No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan 
Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik tertera pada Pasal 1 butir (2) yang berbunyi: 
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 ―Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan 
komputer, atau media elektronik lainya‖. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli online dalam pelaksanaanya 
menggungakan kontrak elektronik sebagai dasar hukumnya. Didalam kontrak 
tersebut pun harus terkandung beberapa hal berikut ini: 
a. data identitas para pihak; 
b. objek dan spesifikasi; 
c. persyaratan Transaksi Elektronik 
d. harga dan biaya; 
e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; 
f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat 
mengembalikan barang atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat 
tersembunyi; dan 
g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. 
G. Tinjauan Umum Pengangkutan 
1. Pengertian Pengangkutan 
       Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menurut Pasal 470 Hukum 
pengangkutan adalah hukum yang mengatur sebuah perjanjian timbal-balik, pada 
mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 





(pengirim-penerima; pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk 
menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.
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Secara umum, Pengangkutan dapat diartikan sebagai perjanjian timbal balik 
antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkutan mengikatkan diri 
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang lain dari suatu 
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim 
mengikatkan diri untuk membaya uang angkutan.
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       Adapun arti penting dari pengangkutan adalah : pengangkutan merupakan 
bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, hal ini karena 
didasari oleh berbagai faktor, diantaranya : Keadaan geografis Indonesia, 
menunjang pembangunan, mendekatkan jarak antara desa dan kota, 
perkembangan ilmu dan teknologi. 
Selain pengangkutan secara umum, dikenal pula pengertian Hukum Pengangkutan 
Niaga yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang pengangkutan 
niaga, unsur-unsur penting dalam definisi ini adalah aturan hukum, pengangkutan 
dan niaga. 
a. Aturan Hukum adalah melliputi semua ketentuan Undang-Undang, perjanjian, dan 
kebiasaan mengenai pengangkutan niaga didarat, pengairan, dan udara, aturan 
hukum ini terdiri dari asas hukum, teori hukum dan praktik huki, pengangkutan. 
b. Pengertian Pengangkutan adalah meliputi tiga dimensi pokok yaitu: 
-Pengangkutan sebagai usaha (business) 
-Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement) 
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-Pengangkutan sebagai proses (process)
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2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan 
Didalam kegiatan pengangkutan terdapat dua pihak yang paling berperan yaitu 
pengangkutan dan pengiriman.Perjanjian pengangkutan disebut sebagai perjanjian 
timbal balik karena sifat perjanjian memuat ketentuan yang berisi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak baik pengangkut maupun pengirim artinya kedua 
belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim masing-masing mempunyai 
kewajiban sendiri-sendiri. 
a. Kewajiban Pengangkut 
Dalam suatu perjanjian pengangkutan hal yang menjadi tangggung jawab atau 
kewajiban dari pengangkut adalah menyelnggarakan pengangkutan barnag 
dan/atau dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Istilah 
dengan selamat mengandung arti, bila pengangkut berjalan dengan ―tidak 
selamat‖ itu menjadi tanggung jawab pengangkut. Keadaan ―tidak selamat‖ ini 
hanya mempunyai dua arti, yaitu : 
a) Barangnya tidak ada, lenyap atau musnah; atau 
b) Barangnya ada, tetapi rusak sebagian atau seluruhnya. 
b. Kewajiban Pengirim 
Adapun yang menjadi kewajiban dari pihak pengirim adalah membayar uang 
angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang 
dilakukan oleh pengangkut. Dengan demikian berdasarkan pengertian 
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pengangkutan tersebut maka dapat diketahui beberapa istilah yang berlaku dalam 
ranah hukum pengangkutan, yaitu : 
a) Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang yang 
berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan, dan ada pula yang berupa 
manusia pribadi seperti buruh pengangkutan di pelabuhan. 
b) Alat Pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk meyelenggarakan 
pengangkutan. Alat ini digerakan secara mekanik dan memenuhi syarat Undang-
Undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek. 
c) Barang/Penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang diangkut 
adalah barang perdagangan yang menurut Undang-Undang. 
d) Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan 
sampai dengan penurnan ditempat tujuan yang ditentukan. 
e) Fungsi Pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan menilai barang atau 
penumpang (tenaga kerja). 
f) Tujuan Pengangkutan, yaitu sampai atau tiba ditempat tujuan yang ditentukan 
dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.
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3. Fungsi Pengangkutan 
       Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari satu tempat 
ke tempat yang lain dengan maksud untuk mengikatkan daya guna nilai. Sehingga 
jelas bahwa meningkatnya daya guna nilai merupakan tujuan dan pengangkutan 
yang berarti  bila daya guna dan nilai ditempat baru tidak naik maka 
pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang 
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merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang sedemikian itu tidak 
hanya berlaku di bidang perdagangan saja, tetapi juga berlaku dibidang 
pemerintahan, politik, social, pendidikan, dan lain-lain.
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4. Jenis Pengangkutan dan Peraturanya 
a. Pengangkutan Darat  diatur dalam : 
-KUHD, Buku 1, Bab V bagian 2 dan 3 mulai pasal 90 sampai dengan pasal 98. 
-Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang perkeretaapian. 
-Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu dan Angkutan Jalan. 
b. Pengangkutan Laut diatur dalam : 
-KUHD, Buku II Bab V, Tentang ―Perjanjian carter kapal‖ 
-KUHD, Buku II, Bab VA, Tentang ―Pengangkutan barang‖ 
-KUHD, Buku II, Bab VB, Tentang ―Pengangkutan orang‖. 
-Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. 
c. Pengangkutan Udara diatur dalam : 
-Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 




5. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan 
a. Tanggung jawab karena kesalahan (Fault Liability)  
       Prinsip ini  diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan 
hukum (Illegalact) sebagai aturan umum (General Rule). Sedangkan aturan 
                                                             
78
 Eddhie Praptono, Op.Cit., hlm. 5. 
79





khusus yang ditentukan dalam undang-undang yang menganut masing-masing 
jenis pengangkutan. 
b. Tanggung jawab karena praduga (Presumption Liability) Menurut prinsip ini 
pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul 
dan pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat 
membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dan tanggung jawab 
membayar ganti kerugian itu. 
c. Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability) Menurut prinsip ini, pengangkut 
harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan 
yang diselenggarakan tanpa  keharusan pembuktian ada atau tidaknya kesalahan 
pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal pembuktian, unsur kesalahan tak perlu di 
persoalan. 
d. Tanggung Jawab Pembatasan Pengangkut (Limitation Of Libelity) Menurut 
prinsip ini, bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 468 
KUHD itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita  
rugi dan jatuh pailit.
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6. Asas dan Tujuan Pengangkutan 
       Tujuan dari pengangkutan itu sendiri adalah untuk memindahkan suatu 
barang/penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu. Sedangkan asas adalah 
suatu dasar, dimana asas menjadi suatu landasan atau prinsip dari suatu peraturan 
perundang-undangan, Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk 
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undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip.
81
 Asas merupakan 
suatu fondasi dalam suatu undang-undang dan peraturan pelaksananya. asas-asas 
di kesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap 
peraturan pelaksananya.
82
 Hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas, yang 
terbagi ke dalam  dua jenis, yaitu :
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1) Bersifat  publik 
Yaitu Asas-asas yang terdapat pada tiap-tiap Undang-undang pengangkutan baik 
darat laut maupun udara, asas yang bersifat Publik diantaranya yaitu: 
a) Asas manfaat, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar 
besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan 
perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya 
peningkatan pertahanan dan keamanan negara. 
b) Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di 
bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa 
yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan 
dijiwai oleh semangat kekeluargaan.  
c) Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan penegangkutan harus dapat 
memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan 
masyarakatdengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 
d) Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan 
sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan 
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prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan 
individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional. 
e) Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus 
mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas. 
f) Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang 
bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun 
antar moda transportasi. 
g) Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk 
menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap 
warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam 
penyelenggaraan pengangkutan. 
h) Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pngangkutan harus berlandaskan pada 
kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada 
kepribadian bangsa. 
i) Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan 
penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan. 
2) Asas yang bersifat perdata 
Asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya 
berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu 
pengangkut dan penumpang atau pengirim barang.
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 Asas-asas Pengangkutan 
yang bersifat perdata adalah sebagai berikut:
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a) Konsensual yaitu pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah 
cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa 
perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung 
oleh dokumen angkutan. 
b) Koordinatif yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara 
atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. 
Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah 
penumpang/pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang/pengirim 
barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa. 
c) Campuran yaitu  pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, 
yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari 
pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada 
pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan. 
d) Retensi yaitu pada pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak 
retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan hanya 
mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya. 
e) Pembuktian dengan dokumen yaitu setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan 
dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian 
pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya 






H. Tinjauan Hukum Perusahaan 
1. Pengertian 
       Pengertian perusahaan dirumuskan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang 
No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha 
yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan 
yang didirikan, bekerja serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia. Untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. 
  Menurut Prof. Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang 
dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, 




       Menurut polak, sesuatu usaha baru dapat disebut sebagai perusahaan apabila 
terdapat perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan 
semuanya dicatat dan semuanya dicatat dalam pembukuan.
87
 
2. Tujuan dan Unsur Perusahaan 
  Tujuan utama dari perusahaan adalah mencari keuntungan yang mutlak. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan adalah: 
a. Badan usaha, perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan 
hukum maupun yang bukan badan hukum. 
b. Kegiatan dibidang perekonomian, meliputi bidang perindustrian,perdagangan, 
perjasaan, dan pembiayaan. 
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c. Terus-menerus, artinya adalah kegiatan usaha dilakukan sebagai mata pencarian, 
tidak incidental dan bukan pekerjaan sambilan. 
d. Bersifat tetap, maksudnya ialah kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak berubah 
atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. 
e. Terang-terangan, berarti kegiatan usaha ditunjukan kepada dan diketahui oleh 
umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh 
pemerintah berdasarkan undang-undang. 
f. Keuntungan atau laba, berarti tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh 
keuntungan. 
g. Pembukuan, maksudnya ialah perusahaan wajib menyelenggarakan pencatatan 
mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
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3. Pengertian Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara 
Kita mengetahui dalam masyarakat terdapat macam-macam perusahaan, yakni : 
a. Perusahaan swasta,   
 yaitu perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada 
campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta ini ada tiga macam, yaitu : 
a) Perusahaan Swasta Nasional, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara 
Indonesia. 
b) Perusahaan Swasta Asing, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara asing. 
c) Perusahaan Swasta Campuran, (Joint – Venture), yaitu perusahaan swasta milik 
warga Negara Indonesia dan warga Negara asing.
89
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b. Perusahaan Negara 
Yaitu perusahaan yang modal seluruhnya milik Negara Indonesia. Mengenai jenis 
perusahan ini juga ada bermacam-,macam yaitu : 
a) Perusahaan Negara berdasarkan IBW ( Indonesisch Bedrijiven Wet, S. 1927-419 
bsd S. 1936-445). 
b) Perusahaan Negara berdasarkan ICW (Indonesisch Comptabiliteits Wet, s. 1925-
448). 
c) Perusahaan Negara berdasar Undang-Undang Nasionalisasi. Perusahaan-
perusahaan belanda, yaitu Undang-undang No. 86 Tahun 1958 (LN 1958-162) 




4. Pengaturan Mengenai Pelaksanaan Perusahaan 
Dalam undang-undang ada beberapa peraturan khusus mengenai hal menjalankan 
perusahaan, misalnya : 
a. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mewajibkan setiap orang yang 
menjalankan perusahaan membuat pembukuan yang teratur dan rapi. Dari 
pembukuan ini harus dapat diketahui semua hak dan kewajiban mengenai harta 
dan kekayaanya, termasuk harta kekayaan yang dipakai perusahaan. 
b. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menetapkan bahwa persekutuan 
dengan firma adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan dan 
memakai nama bersama (firma). 
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c. Pasal 36 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, nama perseroan terbatas pada 
pokoknya harus menunjukan tujuan perusahaan. 
d. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa surat bukti 
hutang sepihak dibawah tangan yang dibuat oleh seorang debitur yang 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang 
Pada Perjanjian Jual Beli Online 
       Telah diketahui bahwa dalam jual beli dikenal beberapa subjek hukum dalam 
perjanjian baik itu pelaku usaha (penjual) dan buyer/costumer (pembeli). Pelaku, 
yaitu yang melakukan penjualan dan buyer/customer yang berperan sebagai 
pembeli. Namun didalam jual beli online terdapat beberapa subjek hukum 
diantaranya : penjual, pembeli, penyelenggara sistem elektronik maupun jasa 
pengiriman barang. Sebelum mengawali pembahasan mengenai akibat 
keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online, disini penulis akan 
melakukan penelitian terhadap pelaku usaha (Govinnuine Spareparts Motor 
Brebes) yang berlokasi di JL. WR. Supratman, Banjaranyar, kec. Brebes, 
kabupaten, Brebes. Govinda Andreson sebagai pelaku usaha mengatakan bahwa, 
ia telah memulai usahanya sejak tahun 2013, berawal dari hobi pelaku usaha 
mulai melakukan penjualan, pertama kali pelaku usaha memulai penjualan yakni 
dengan media online facebook, dengan memposting produk yang akan dijual. 
Penjual menyedikan metode pembayaran secara langsung atau cod (cash on 
delivery) ditempat yang sudah ditentukan apabila berada didalam satu kota antara 
penjual dengan pembeli. Namun dalam penjualan melalui media facebook kurang 
efisien konsumen kurang percaya akan barang online yang dijual di facebook 
apabila konsumen berbeda daerah antara penjual dan pembeli, yang kemudian 





produknya untuk penjualanya. Lalu Govinda Andreson mulai melakukan 
penjualanya di sebuah aplikasi online lain yang khusus dalam melakukan proses 
jual beli suatu produk yakni menjual produknya di bukalapak. Menurut 
wawancara kepada pelaku usaha online Govinda Andreson didalam pelaksanaan  
transaksi  jual  beli  secara  elektronik  ini  dilakukan dalam beberapa tahap, 
sebagai berikut :   
a. Penawaran, dilakukan oleh pelaku usaha dapat berupa katalog produk yang ingin 
dijual dan layanan yang mereka berikan melalui website pada internet. Contoh 
penawaran barang, diskon atau potongan harga terhadap prodak dari pelaku usaha 
online. 
b. Penerimaan, dapat  dilakukan  tergantung  penawaran  yang  terjadi antara penjual 
dan pembeli apabila terjadi kesepakatan yang diberikan. Penerimaan biasanya 
terjadi apabila ada pesanan dari pembeli dan barang yang dijual pelaku usaha 
masih tersedia. 
c. Pembayaran, dapat dilakukan apabila penawaran antara penjual dan pembeli 
sudah selesai. Pembeli bisa melakukan pembayaran dengan cara Transfer Bank 
yang sudah tertera di aplikasi online maupun dengan jasa yang sudah disediakan 
dalam penyelenggara sistem elektronik tersebut. 
d. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran 





apabila pembeli sudah membayar maka dalam  hal  ini  pembeli  berhak  atas 
penerimaan  barang  tersebut.
92
 
       Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Govinda 
Andreson penjual (Govinnuine spareparts motor) Brebes, bahwa dalam kegiatan 
melakukan penjualan produk penjual online (Govinnuine sparaeparts motor) 
Brebes menjual produk barang melalui penyelenggara sistem elektronik atau 
sering disebut aplikasi online shop yaitu, Buka Lapak, merupakan perusahaan e-
commerce/online shop marketplace di Indonesia.  
Penjual pertama menjual produknya dengan memposting produk dan 
mendeskripsikan suatu produknya dari mulai harga dan tentang detail produk 
tersebut konsep pemasaran penjualan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha 
online dengan itikad baik. Produk barang yang di jual pun oleh pelaku usaha 
berdasarkan pada standar nilai internal. Kedua penjual akan mendapatkan 
pemberitahuan apabila ada pembeli yang menghubungi menanyakan lebih detail 
lagi masalah produknya tersebut. Kemudian apabila ada pesanan masuk maka 
penjual akan diberitahukan oleh sistem elektronik atau aplikasi online 
(Bukalapak), dalam pemberitahuan apakah barang tersebut bisa dikirimkan 
ataupun tidak. Apabila penjual akan mengirimkan barang maka segera mungkin 
mengirimkan suatu barang yang sudah dibeli oleh konsumen, namun jika tidak 
mengirimkan atau produk tersebut ternyata sudah habis maka uang konsumen 
tetap dipegang atau berada dipihak aplikasi online (bukalapak) tersebut, jadi 
konsumen tetap aman dalam transaksi jual beli online ini. Pada dasarnya seluruh 
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kegiatan transaksi jual beli online akan dimulai dari konsumen. Konsumen 
merupakan komponen penting didalam jual beli dikarenakan apabila tidak ada 
konsumen, maka para pelaku usaha tidak akan bisa menjalankan usahanya atau 
menjual suatu produknya. 
Penjual akan mengirimkan barang apabila ada pesanan yang masuk dan pembeli 
sudah membayarkan sejumlah harga yang sudah ditawarkan oleh penjual dalam 
aplikasi online (bukalapak). Penjual online (Govinnuine spareparts motor) Brebes 
dalam proses pengiriman barang, pada awalnya penjual melakukan pengiriman 
melaui PT. Pos Indonesia namun karena lokasinya jauh dari tempat tinggal, maka 
penjual beralih  menggunakan jasa pengiriman barang yang lebih dekat melalui 
PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang berlokasi di jalan Gajah Mada No. 86 
Brebes, Limbangan Wetan Brebes, yang tidak jauh dari tempat tinggalnya . 
       Menjual produk barang melalui aplikasi online lebih mudah baik untuk 
memposting barang, melampirkan harga, mencantumkan jasa pengiriman, sesuai 
keinginan, deskripsi tentang suatu prodak lebih lengkap yang membuat  pembeli 
akan lebih jelas mengenai suatu prodak yang akan dibelinya dan tentunya lebih 
aman, karena dalam transaksi tersebut terdapat pihak ketiga yaitu, penyelenggara 
aplikasi sistem elektronik atau aplikasi online (Bukalapak). Menurut Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara 
sistem dan Transaksi Elektronik yang dimaksud penyelenggara sistem elektronik 
tercantum pada Pasal 1 baris 4 penyelenggara sistem elektronik adalah setiap 
orang, penyelenggara Negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, 





maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan 
dirinya sendiri dan/atau keperluan pihak lain. 
       Menurut wawancara penulis kepada govinda andreson sebagai penjual online 
(Govinnuine sparepats motor ) dengan kemudahan transaksi online terkadang 
permasalahan sering timbul yang terkadang mengaikibatkan kerugian baik itu dari 
pihak pembeli sendiri maupun dari pihak penjual sendiri walapun kerugian tidak 
terlalu besar. Salah satu permasalahan yaitu keterlambatan atas pengiriman 
barang. Menurut pengalaman penulis sendiri, masalah keterlambatan dalam 
pengiriman barang yang sudah dibeli akan membuat cemas pembeli, apalagi jika 
keterlambatan benar-benar melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan dalam 
perjanjian jual beli online. Kepada siapa akan menuntut kerugian apabila 
konsumen atau pembeli tidak mengetahui unsur kesalahan dari pihak penjual 
ataupun jasa pengiriman barang.. 
       Dari hasil penelitian ini penulis berpendapat bahwa kegiatan transaksi jual 
beli online masih memiliki resiko-resiko yang kerap kali dapat merugikan pihak 
baik penjual maupun pembeli dalam hal keterlambatan suatu barang, namun 
terkadang mungkin enggan dipermasalahkan  karena proses yang rumit ataupun 
tidak mengetahui prosesnya. 
       Padahal pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik, masing-masing 
memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 Perlindungan konsumen. penjual (merchant) merupakan pihak yang 
menawarkan produk melalui internet, oleh itu, kewajiban seorang penjual anatara 





ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Adapun kewajiban konsumen 
adalah membayar produk dan hak konsumen adalah menerima barang yang sudah 
dibeli. Mengenai ketentuan pengertian perlindungan konsumen sendiri dalam 
Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), 
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan 
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Mengenai penjelasan 
konsumen sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan konsumen. Konsumen terbagi menjadi dua yaitu, 
konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau 
pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah orang yang 
menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk 
lainya. Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus 
sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah ―orang‖ sebetulnya menimbulkan 
keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijke person 
atau termasuk juga badan hukum (rechts person). Menurut AZ. Nasution, orang 
yang dimaksudkan adalah orang alami bukan badan hukum.
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       Konsumen yang keberadaanya sangat tidak terbatas, dengan strata yang 
sangat bervariasi, menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan 
distribusi produk barang atau jasa dengan cara-cara yang seefektif mungkin agar 
dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara 
pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak pada 
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 Karena posisi konsumen yang lemah, maka harus dilindungi oleh hukum. 
Permasalahan mengenai akibat keterlambatan pengiriman barang pada perjanjian 
jual beli online jika dilihat dalam asas dan tujuan sebagai landasan perlindungan 
konsumen. Adapun asas sendiri dalam hukum perlindungan konsumen diatur 
dalam Pasal 2 UUPK yang menyatakan, perlindungan konsumen berasaskan 
manfaat, keadilan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 
Adapun mengenai penjelelasan asas yang dikutip oleh penulis, yaitu : 
1) Asas manfaat 
Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 
harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku 
usaha secara keseluruhan. Deangan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak 
saja yang memperoleh manfaat. 
2) Asas keadilan 
Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen diakibatkan oleh kesalahan 
pelaku usaha saja, tetapi bisa juga diakibatkan oleh kesalahan konsumen yang 
terkadang tidak tau akan kewajibanya. 
3) Asas keseimbangan  
Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak 
dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen. 
4) Asas keamanan dan keselamatan 
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Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen 
akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainy, dan 
sebaliknya bahwa produk ini tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan 
jiwa dan harta bendanya. 
5) Asas kepastian hukum  
Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan 
kewajibannya. Tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada kepada salah 
satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.
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Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
menjadi dasar kepastian hukum bagi konsumen dalam melidungi kepentingannya, 
akan barang dan jasa tertentu. 
       Berdasarkan hasil penelitian dari penulis bahwa dalam transaksi jual beli 
online para pihak tidak bertemu secara langsung, melainkan mereka melakukan 
suatu kontrak perjanjian didalam suatu aplikasi atau melalui media elektronik 
yang berbasis online atau transaksi jual beli yang berbasis elektronik yaitu 
bukalapak. Pelaku usaha online menawarkan produknya dengan spesifikasi 
produk tersebut di deskripsi penjualanya untuk memudahkan pembeli mengetahui 
tentang pruduk tersebut. Pembeli bisa memilih barang yang dibutuhkan sesuai 
kebutuhan pembeli mengenai sparepart motor yang dijual pelaku usaha online 
govinnuine, setelah memilih dan menyukainya maka pembeli bisa langsung 
memasukan kedalam keranjang belanjaannya. Pembeli tinggal membayar melalui 
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rekomendasi yang sudah diberikan oleh sistem penyelenggara elektronik 
bukalapak, kemudian akan ada pemberitahuan yang diterima pelaku usaha 
onlinedari aplikasi online yang digunakan mengenai pemesanan dan ketersediaan 
barang tersebut apabila tersedia maka pelaku usaha online tinggal mengirimkan 
barang yang dibeli pelanggannya. 
       Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah 
perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan 
computer dan/atau  media elektronik  lainnya. Pada transaksi elektronik ini, para 
pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan 
melalui  suatu bentuk  perjanjian  atau  kontrak  yang  juga dilakukan  secara  
elektronik. Perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki 
kekuatan hukum yang sama dengan kontrak jual beli konvensional. Sebagaimana 
ditentukan pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang berbunyi Transaksi Elektronik 
yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Pasal 19 UU 
ITE menyatakan bahwa ―para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus 
menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Penyelenggara agen elektronik 
wajib memperhatikan prinsip, kehati-hatian, pengamanan dan  terintegrasinya 
sistem Teknologi Informasi, pengendalian  pengamanan  atas  aktivitas Transaksi 
Elektronik, efektivitas dan efisiensi biaya, perlindungan  konsumen  sesuai  
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
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atas dengan baik dan konsisten. Jika melihat hak dan kewajiban para pihak penulis 
berpendapat dalam keterlambatan datangnya barang pada jual beli online, 
konsumen sudah mendapatkan perlindungan seperti yang sudah diatur, dalam 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik.  
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang 
Pada Perjanjian Jual Beli Online 
Contoh kasus : 
Contoh kasus 1 : 
       Pada contoh kasus tertulis dalam kontrak antara penjual govinnuine sparepart 
motor dengan pembeli, tertanggal 22 Oktober 2019, kiriman seharusnya telah 
sampai kepada pembeli di tujuan yaitu di Bandung pada keesokan harinya yaitu 
tanggal 24 Oktober, namun yang terjadi adalah kiriman tersebut terlambat tidak 
sampai tepat waktu sehingga pembeli mengadu kepada pihak penjual mengenai 
kerugian immateriil yaitu tidak dapat mengikuti kompetisi pameran motor antik. 
Contoh kasus 2 : 
Pada contoh kasus dalam transaksi jual beli online antara penjual online dan 
pembeli, tertanggal 22 Desember 2019, pembelian alat sparepart motor namun 
yang terjadi paket tersebut tidak sampai dengan tepat waktu, ternyata barang 





lain, sehingga barang yang seharusnya datang ke konsumen tepat waktu tidak 
tepat waktu. 
         Disini penulis akan mengambil dari beberapa contoh kasus terkait 
keterlambatan pengiriman barang pada jual beli online, mengenai pertanggung 
jawaban dari masing-masing pihak yakni pihak penjual online (Govinnuine 
sparepart motor) dan pihak jasa pengiriman barang. Berdasarkan dari penelitian 
bahwa dalam transaksi jual beli online terdapat tahapan dalam pelaksanaanya, 
yakni penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Dari beberapa 
tahapan penulis sendiri ingin membahas mengenai tahapan pengiriman suatu 
produk yang sudah dibeli oleh konsumen apabila terjadi permasalahan masalah 
keterlambatan pengiriman. 
        Ketika terjadi keterlambata pengiriman barang pada perjanjian jual beli 
online sebenarnya tanggung jawab tertuju kepada jasa pengiriman barang, 
berdasarkan penelitian sebelum melakukan suatu perjanjian pengangkutan antara 
penjual dan jasa pengirim barang, pihak pelaku usaha jasa pengiriman barang 
sudah menjelaskan mengenai dari awal pengiriman sampai datangnya barang 
kepada penerima, menanyakan isi barang kepada sipengirim (penjual), dan 
mengenai kejelasan dari suatu barang yang akan dikirimkan. Apabila ketidak 
sanggupan dari pihak jasa pengiriman barang maka akan membatalkan proses 
pengiriman tersebut sebelum dibuatkan perjanjian, apabila kesanggupan maka 






       Dalam proses pengiriman barang jual beli online apabila pihak jasa 
pengiriman telah menyanggupi penjelasan yang jujur dari pihak penjual atau 
pengirim, menjelaskan secara jujur mengenai isi barang, detail barang, dan 
seberapakah penting barang tersebut kepada penerima, maka pihak jasa 
pengiriman barang bertanggung jawab akibat keterlambatan pengiriman barang 
kepada sipenerima barang. 
Mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas keterlambatan pengiriman barang 
pada jual beli online ada dua  prinsip tanggung jawab, pertama adalah atas dasar 
kesalahan (Fault Liability) dan Tanggung jawab yang kedua tanggung jawab 
praduga bersalah (Presumtion Of Liability). 
       Pada prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan dapat dipahami bahwa 
setiap pengangkutan harus bertanggung jawab atas kesalahanya dalam 
penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi  dan pihak yang 
dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkutan.Berarti pengirim atau 
konsumen harus membuktikan mengenai keterlambatan pengiriman barang dalam 
penyelenggaraan pengangkutan, sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam jual 
beli online. 
       Mengenai tanggung jawab praduga bersalah, prinsip ini ditekankan bahwa 
selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan 
yang diselenggarakanya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia 
tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti 
rugi.penelitian ini sesuai yang diatur dalam pasal 477 KUHDagang, 





penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa 
keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat 
dicegah atau dihindarinya‖.Dalam hal yang bukan tanggung jawab pengangkutan 
bebas dari biaya kerugian, adalah keadaan memaksa (Overmacht) keadaan yang 
tidak dapat dielakan oleh pengangkut meskipun pengangkut sudah berusaha 
menglelakkanya. 
       Berdasarkan penelitian penulis mengenai proses penyelesaian keterlambatan 
pengiriman barang pada jual beli online, melalui jalur non litigsi atau ADR, 
pembeli dapat menyelesaikan sengketa keterlambatan pengiriman barang jual beli 
onlinediluar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negoisasi atau 
arbitrase . Disini penulis hanya membahas beberapa penyelesaian yang tepat 
dalam permasalahan saat melakukan transaksi jual beli online, 
       Berikut ini upaya hukum yang harus dilakukan konsumen apabila terjadi 
permasalahan keterlambatan pengiriman barang jual beli onlineyaitu: 
1. Mediasi  
       Mediasi didalam permasalahan penelitian ini adalah keterlambatanpengiriman 
barang pada jual beli online, pihak ketiga dalam permasalahan ini yaitu sistem 
penyelenggara elektronik, pihak penyelenggara elektronik bukalapak membantu 
para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara 
menghubungi pihak penjual dan pihak pembeli untuk menyelesaikan masalah 
yang dialaminya. Apabila keterlambatan disebabkan oleh jasa pengirian barang 
maka pihak sistem penyelenggara elektronik bukalapak ikut serta menghubungi 





Dengan mediasi memungkinkan bagi para pihak yang bersengketa agar tidak ada 
yang mengalami kerugian, apalagi permasalahan tentang transaksi elektronik, para 
pihak tidak bertemu secara langsung melainkan melalui daring dari aplikasi online 
tersebut. 
2. Negoisasi 
       Negosiasi para pihak yang bersengketa antara penerima barangataupun 
konsumen dengan kurir jasa pengiriman barang untuk mendiskusikan 
penyelesaiannya tanpa pihak ketiga, permasalahan keterlambatan akan 
diskusikanjadi tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dalam transaksi online. 
Mendiskusikan mengenai barang yang akan diantar kurir pengirim barang menuju 
pihak penerima atau konsumen. Negoisasi dari penyelesaian permasalahan ini 
yang dimaksud berarti pihak kurir jasa pengiriman barang harus selalu 
mengbubungi pihak penerima barang, apabila akan mengalami keterlambatan 
pengiriman barang dalam proses menuju ke penerima, jadi ada negoisasi apakah si 
penerima bisa datang sendiri untuk mengambil barangnya karena barang sudah 
ada dikantor ataukah mau diantarkan akan tetapi terlambat. 
        Mengenai ganti rugi dari pembahasan penelitian ini bahwa dalam 
permasalahan keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online, mengenai 
ganti rugi yang dilakukan pihak pelaku usaha akibat kesalahan keterlambatan 
disebabkan oleh jasa pengiriman barang ganti ruginya pun sudah diatur dalam 
syarat dan ketentuan pengiriman, ganti rugi yang diberikan, apabila terjadi 
keterlambatan yaitu sebesar ongkos kirim saja, namun apabila mengalami 





terbukti sebagai akibat kelalaian jasa pengiriman barang paling tinggi 10 
(sepuluh) kali tarif pengiriman kecuali yang diasuransikan. 
       Akan tetapi dengan syarat mengumpulkan berkas dokumen yang diminta oleh 
costumer servis pihak jasa pengiriman barang untuk pengecekan lebih lanjut, 
apabila sudah terverifikasi bahwa keterlambatan diakibatkan oleh jasa pengiriman 
maka proses ganti rugi diberikan kepada sipenerima barang berupa ongkos kirim.  
       Berikut langkah-langkah yang harus disiapkan konsumen sebelum 
mengunjungi kantor jasa pengiriman untuk mengajukan klaim ganti rugi atas 
penyelengaraan pengangkutan,  yaitu: 
1. Siapkan suratpernyataan keterlambatan ataupun kehilangan pada paket. Isinya 
mengenai barang apa yang dikirim. Berikut contoh surat pernyataan claim ganti 
rugi di jasa pengiriman barang. 
Contoh surat klaim ganti rugi  
Kepada Yang Terhormat Pimpinan JNE ditempat. 
 
Dengan ini saya menyampaikan bahwa kiriman paket dengan data dibawah ini: 
Nomer resi: 12345678 
Nama pengirim: Govinnuine spareparts Motor 
Nama penerima: Akhmad Syaekhu 
Alamat pengirim: Brebes, Gandasuli, Rt 07 Rw 03 
Alamat tujuan: Cirebon, Ciwaringin, Rt 09 Rw 01 
Isi paket: 1 set spareparts motor 
Nilai barang: 12345 
Paket tersebut dikonfirmasikan berdasarkan hasil cek resi telah berada dikantor 
cabang alamatpenerima, namun paket tersebut belum sampai pada 
tujuanya.Akibatnya saya mendapatkankomplain dari pelanggan dan membuat 





Berdasarkan apa yang saya alami saat menggunakan jasa JNE diatas maka meminta 
JNE untuk mengganti kerugian barang yang terlambat ataupun hilang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dantidak merugikan kedua belah pihak. 
Demikian surat klaim ini, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. 
Hormat  saya, 
Pengirim (pelaku usaha online) 
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan SIM biasnya) 
3. Bukti pengiriman (resi) asli, jangan lupa buatlah dahulu fotokopianya. 
Itulah proses tanggung jawab akibat keterlambatan pengiriman barang pada 










1. Kesimpulan  
Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis permasalahan yang ada pada bab 
sebelumnya , maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :  
a. kegiatan dalam jual beli online atau transaksi  jual online melibatkan beberapa 
pihak di antaranya , penyelenggara sistem elektronik penjual atau pelaku usaha 
online dan pembeli atau jasa pengirim barang. Para pihak yang melakukan atau 
melaksanakan perjanjian jual beli setelah terjadi kesepakatan antara pihak penjual 
dan pihak pembeli untuk menggunakan jasa pihak ke tiga. Karna jual beli secara 
online tersebut menggunakan sarana media elektronik , maka perlu adanya 
perlindungan bagi para pihak. Dalam prosedur dan pelaksanaan untuk melakukan 
jual beli internet dengan menggunakan aplikasi online. Pihak ketiga menjadi 
penjamin transaksi jual beli online yang selama ini masih banyak resiko, dan 
permasalahan bagi pihak penjual maupun pembeli. Setelah mencapai kesepakatan 
kemudian pembeli mentransfer sejumlah dana yang telah disepakati atau 
ditawarkan oleh pihak penjual melalui rekening bersama atau yang sudah di 
rekomendasikan oleh pihak aplikasi online tersebut. Setelah ada konfirmasi dari 
pihak penjual atau pun pihak penyelenggara elektronik akan memberitahukan 
kepada pihak penjual untuk pengiriman barang. Dana yang ada ditahan oleh pihak 





sesuai dengan perjanjian, maka pihak pembeli akan mengkonfirmasi setelah 5 jam 
pada aplikasi online, untuk mencairkan dana tersebut kepada pihak penjual. 
Aplikasi online ( bukalapak ) disini berfungsi sebagai pencegah resiko kejahatan 
jual beli melalui internet dan mengurangi penipuan, juga sudah diatur dalam 
Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008 berlaku 
untuk melindungi para pihak dalam transaksi elektronik, ataupun Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi para pihak 
dalam perjanjian jual beli online.  
b. Tanggung jawab pihak pelaku usaha kepada konsumen dalam jual beli online  
dilakukan dengan cara represif dimana melakukan penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan ataupun didalam pengadilan. Maksudnya dengan  membuktikan 
prinsip kesalahan yang dilakukan oleh jasa pengirim barang atau pelaku usaha 
online atas melebihinya waktu perjanjian. Kemudian konsumen akan 
mendapatkan ganti kerugian atas keterlambatan pengiriman barang tersebut. 
Dengan adanya pembuktian atas keterlambatan pengiriman barang pada perjanjian 
jual beli online maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada 
pihak pengirim ataupun pengangkut atas wansprestasi ataupun perbuatan melawan 
hukum. 
2. Saran  
a. Sistem penyelenggara aplikasi onlineselaku penyelenggara transaksi jual beli 
online harus lebih sering meningkatkan pengawasan terhadap transaksi online, 
guna menghindari terjadinya keterlambatan pengiriman barang kepada pihak 





transaksi jual beli online. Selain pengawasan kepada pelaku usaha online, 
Mengenai keterlambatan pengiriman barangsistem penyelenggara transaksi 
elektronik harus mempertegas sanksi kepada pihak pihak yang terkait, dan 
memperketat dalam proses pendaftaran untuk bisa menikmati aplikasi jual beli 
online, serta turut membantu apabila terjadi permasalahan keterlambatan yang 
tidak diketahui oleh penjual online ataupun pembeli. 
b. Penjual selaku pelaku usaha dalam jual beli online harus meningkatkan layanan 
pengemasan dalam proses pengiriman suatu barang yang sudah di beli oleh 
konsumen atau pembeli agar tidak terjadi keterlambatan datangnya suatu barang 
yang sudah disepakati para pihak baik dalam perjanjian jual beli online,apabila 
terjadi keterlambatan atas keadaan yang tidak terduga oleh jasa pengirim 
diharapkan pelaku usaha online sesegera mungkin menghubungi pihak pembeli 
agar memahami permasalahan keterlambatan pengiriman barang. 
c. Jasa pengiriman barang selaku penyelengara pengiriman barang harus 
meningkatkan pelayanan pengawasan, ketelitian dalam proses menyortir barang, 
dan selalu memberikan informasi kepada konsumen apabila barang akan 
mengalami keterlambatan penerimaan yang dilakukan karyawan akibat 
kelalainya, agar tidak terjadi permasalahan keterlambatan pengiriman barang 
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